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Penelitian ini dilatar belakangi kondisi pengelolaan keuangan desa yang pada 
umumnya belum berjalan secara optimal baik dalam proses maupun dalam pencapaian 
hasilnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan berita-berita dimedia bahwa masih 
banyak desa yang belum siap mengelola transfer dana dari pemerintah pusat dan daerah, 
ketidaksiapan tersebut salah satunya menyebabkan ketidak transparansinya pengelolaan 
keuangan desa. Berdasarkan pernyataan bahwa transparansi mutlak dilakukan dalam 
pengelolaan keuangan untuk mewujudkan akuntabilitas, maka dirasa perlu dilakukan 
kajian tentang tranparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat transparansi pengelolaan keuangan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang 
Empat Kabupaten Bengkulu Tengah melalui dengan menggunakan indikator 
transparansi oleh Institute for Democracy in South Africa (IDASA) yang dikutip dalam 
Djalil (2014:390). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di 
Desa Pulau Panggung belum dalaksanakan secara transparan. Hal ini terlihat dari tidak 
terpenuhinya indikator-indikator transparansi menurut IDASA. 
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TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 




BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Otonomi daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat daerahnya memunculkan semangat baru di era reformasi. Daerah 
mempunyai kesempatan yang semakin besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
mengembangkan potensi daerahnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, hal tersebut 
membawa implikasi pada pendistribusian sumber dana antara pemerintah pusat dan 
daerah, sehingga juga perlu dibuat peraturan yang mengatur tentang hubungan 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta peraturan tentang 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh daerah. Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan 
daerah dan pertanggungjawabannya. 
Sejak ditetapkannya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang 
mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu 
transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. 
Transparansi keuangan sangat dibutuhkan sebagai upaya melibatkan semua 
pihak dalam penyelenggara pemerintahan. Dengan transparansi akan memunculkan 
kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan 
sekaligus pengelola keuangan negara/daerah hingga pengelolaan keuangan di tingkat 
desa. Untuk mendukung pelaksanaan transparansi, pemerintah bahkan menetapkan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai 
wujud komitmen dalam menjamin keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
Terlebih sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, yang berimplikasi pada peningkatan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan 
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desa melalui transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke kas desa. Persoalan tingkat 
kesiapan desa yang masih rendah dalam mengelola keuangan desa merupakan persoalan 
yang cukup menjadi perhatian. Ketidaksiapan tersebut berdasarkan hasil penelitian 
Nursanty, dkk (2016) salah satunya adalah dari aspek aparatur pemerintah desa yang 
belum siap karena belum memahami tentang pengelolaan keuangan dan belum 
mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun desanya sehingga pelaksanaan 
pengelolaan belum berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat kurang dilibatkan 
dalam setiap tahap proses pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat kehilangan 
kepercayaan dan pesimis akan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan. 
Aparatur pemerintah desa seharusnya dapat memfasilitasi penyebaran 
informasi kondisi keuangan desa kepada seluruh masyarakatnya. Sebagaimana yang 
dilakukan oleh Pemerintah Desa Leu, Kabupaten Bima, yang membuat baliho yang 





Berbanding terbalik dengan kondisi di atas, sejumlah pemuda dan warga Desa 
Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Bireuen, menyegel kantor keuchik 
(kepala desa) desanya. Mereka meminta keuchik mundur dari jabatannya, karena 
diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Ketidaktransparan tersebut 
ditandai dengan tidak diperbolehkannya masyarakat mendapatkan RKPDes (Rencana 
Kerja Pemerintah Desa). (http://www.tribun.news.com tanggal 9 Agustus 2017) 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aminudin, dkk (2017) 
menemukan bahwa dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) di Desa Pulau Panggung, masyarakat terlibat hanya pada tahap perencanaan 
program tanpa memahami dengan pasti berapa besaran penerimaan desa atau jumlah 
dana yang tersedia, dan apakah yang menjadi aspirasi mereka terlaksana atau tidak. 
Dengan kata lain masyarakat tidak mempunyai cukup informasi terkait pengelolaan 
keuangan di desanya. 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Banyaknya persoalan pengelolaan keuangan di desa yang bahkan membawa 
kepala desa dan perangkatnya ke ranah pidana menunjukkan bahwa perlu adanya 
kontrol dari berbagai pihak. Transparansi merupakan salah satu cara untuk 
mendapatkan pengawasan, keterbukaan informasi dibutuhkan untuk memastikan 
apakah yang dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. 
Ketidaktransparansian pengelolaan keuangan di tingkat desa dapat disebabkan oleh 
beberapa hal diantaranya tidak dipahaminya hak dan kewajiban masing-masing pihak 
yang berkepentingan dan berwenang atau memang ada indikasi untuk melakukan 
kecurangan. 
1.3 Urgensi Penelitian 
 
Transparansi pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan guna memenuhi 
prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Tetapi sejauh ini, transparansi masih 
dianggap sebagai ancaman bagi sebagian pejabat publik. Informasi keuangan hanya 
dikuasai oleh beberapa pihak tertentu. Padahal kunci utama keberhasilan pembangunan 
adalah partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Untuk terlibat atau berpartisipasi 
masyarakat membutuhkan informasi. 
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2.1 Transparansi Keuangan 
 
Menurut Salle (dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah pada 
http://media.neliti.com/) transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian 
informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka 
pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan 
peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap 
pembangunan dan pelayanan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah memaknai transparansi sebagai “ memberikan informasi keuangan yang 
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan”. 
Nico Andrianto (dalam Djalil, 2014:389) menjelaskan transparansi sebagai 
keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi 
partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber 
daya publik. Lebih lanjut, Nico Andrianto juga menjelaskan bahwa setiap kebijakan 
yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara harus dapat diakses secara terbuka dengan 
memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di 
dalamnya. 
Alasan kenapa transparansi keuangan itu penting adalah: Pertama, untuk 
meningkatkan kepercayaan (trust). Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi 
keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. 
Kedua, untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (controlling). Ketiga, bahwa 
warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui (right to inform 
and right to know). (Salle dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah pada 
http://media.neliti.com/) 
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Selain itu, manfaat penting tranparansi pengelolaan keuangan adalah 
sebagaimana dijelaskan oleh Djalil (2014:389), sebagai berikut: 
1. Dapat mendeteksi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang 
berupa kecurangan (fraud), ketidakpatuhan pengelolaan terhadap 
peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan sehingga dapat 
meminimalisir terjadinya kerugian daerah, 
2. Kelemahan dan kekuatan kebijakan dapat diidentifikasi lebih awal untuk 
dapat segera dilakukan perbaikansehingga pencapaian tujuan organisasi 
dapat tercapai, 
3. Meningkatkan kepercayaan para stakeholders khususnya masyarakat 
sehingga ketaatannya kepada peraturan pemerintah daerah dapat 
ditingkatkan, 
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif supaya para investor tertarik 
menanamkan modal di daerah sehingga dapat menghidupkan ekonomi 
masyarakat setempat. 
Sedangkan indikator transparansi menurut Institute for Democracy in South 
Africa (IDASA) (dalam Djalil, 2014:390), yaitu: 
a. Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi yang berupa: peraturan 
perundangan, kerangka kerja tentang peran dan tanggungjawab semua 
aspek manajemen fiskal, basis legal pajak dan pertanggungjawaban 
belanja. 
b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran yang berupa: 
1. Keterbukaan dalam proses dan kebijakan penganggaran, 
2. Publikasi hasil laporan pelaksanaan anggaran yang telah diaudit oleh 
BPK, 
3. Dokumentasi anggaran yang baik dan mengandung beberapa indikasi 
fiskal, 
4. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual. 
c. Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksaan yang 
independen dan efektis serta didukung oleh lembaga statistik yang 
memiliki data akurat dan berkualitas 
d. Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus 
buruknya eksekusi atau keputusan anggaran. 
e. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran 
yaitu adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam 
proses penganggaran. 
6  
Sejumlah temuan penelitian di berbagai negara menjelaskan bahwa 
pemerintah di negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan 
(transparency) informasi bagi publik berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, 
ekonomi, dan hukum. Transparansi akses informasi menjadi salah satu hal penting 
dalam pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah. (Salle, dalam Jurnal 
Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah pada http://media.neliti.com/) 
 
2.2 Pengelolaan Keuangan Desa 
 
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa. Dasar hukum dalam pengelolaan keuangan desa, adalah sebagai 
berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana 
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah 43 Tahun 2014; dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014; 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa 
Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas 
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 
Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus terbuka tidak ada yang 
ditutup-tutupi, dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral, dan secara 
hukum, pegelolaan keuangan desa juga harus mengutamakan keterlibatan masyarakat, 
selain itu pengelolaan keuangan desa juga tepat waktu, jumlah,dan tepat asas disiplin 
anggaran. 
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Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Pengelolaan 
keuangan desa melalui APBDes memiliki tahapan pengelolaan. Tahapan tersebut 
berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
meliputi: 
1. Tahap perencanaan, penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan 
2. Tahap pelaksanaan, kegiatan dalam rangka penerimaan dan pengeluaran desa 
 
3. Penatausahaan, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta 
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib 
4. Pelaporan, menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
 
5. Pertanggungjawaban, menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa 
2.3 Good Governance 
 
Menurut Ali (2013:305) good governance menunjukkan bagaimana negara, 
provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga-lembaga terkait untuk dikelola (governed), 
dengan prosedur-prosedur yang layak (proper procedures), transparansi, dengan proses 
pembuatan kebijakan mengedepankan kualitas (the quality and process of decision-
making), dan lain-lain yang relevan. 
Governance (tata-pemerintahan) berarti suatu mekanisme interaksi para pihak 
terkait yaang berada di lembaga pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat, baik 
secara pribadi maupun secara kelompok (perusahaan, asosiasi, LSM, dll) untuk 
bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen 
pembangunan dalam suatu hukum atau administratif tertentu. (Ali, 2013:305) 
Lebih lanjut, Ali juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan 
kewajibannya, pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 
diperlukan dasar atau pinsip-prinsip tata-pemerintahan daerah yang baik, yang dapat 
menjadi acuan bagi tercapainya tujuan pemerintahan. (2013:305) 
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Lembaga Admnistrasi Negara (LAN) dan Asosiasi Pemerintahan 
Kabupaten/Kota di Indonesia (APEKSI) mengemukakan sepuluh prinsip tata-
pemerintahan yang baik (good governance), yang menjadi pedoman untuk pemerintah 
daerah, kota maupun kabupaten di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 
1. Partisipasi: mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam 
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut 
kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk lain 
untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif 
untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan 
secara partisipatif dan mekanisme kansultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. 
2. Penegakan hukum: pemerintah harus mendukung tegaknya supremasi hukum 
dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan 
menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 
Disamping itu pemerintah perlu mengupayakan adanya paraturan yang bijaksana dan 
efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. 
3. Transparansi: menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan 
masyarakat malalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam 
memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pemerintah harus proaktif 
memberikan informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi seperti brosur, 
leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal, selain itu pemerintah 
juga memfasilitasi penyampaian pengaduan dari masyarakat melalui kebijakan yang 
berisi tentang cara mendapatkan informasi, tempat dan prosedur pengaduan. 
4. Kesetaraan: memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraannya malui instrumen peraturan perundang-undangan 
yang menjamin kesetaraan, dengan komitmen politik terhadap penegakan dan 
perlindungan HAM. 
5. Daya tanggap: meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap 
aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. 
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6. Wawasan kedepan: membangun daerah dengan visi dan strategi yang jelas dan 
mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga 
merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. 
7. Akuntabilitas: seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami 
bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. 
Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, 
dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme 
pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah 
pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan 
dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. 
8. Pengawasan: meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan 
masyarakat luas. Selain itu, diperlukannya auditor independen dari luar dan hasil 
audit perlu dipublikasikan kepada masyarakat. 
9. Efisiensi dan efektivitas: menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat 
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan 
bertanggungjawab. 
10. Profesionalisme: meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara 
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan 
biaya yang terjangkau. 
(dalam Ali, 2013: 314-317) 
 
Prinsip-prinsip good governace sebagaimana telah dijelaskan di atas, menjadi 
dasar untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang baik dari segala bidang 
penyelenggaraan pemerintahan, termasuk bidang pengelolaan keuangan negara. 
2.4 Penelitian Terdahulu 
 
1. Agustinus Salle dengan judul “ Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan 
Daerah ” yang dipublikasikan pada Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah 
Keuangan Daerah di laman https://media.neliti.com. 
Dalam artikel tersebut menjelaskan pentingnya transparansi dan makna 
transparansi baik dari aspek teori maupun regulasi. Dari aspek regulasi, 
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transparansi pengelolaan keuangan dimaknai dengan melihat 3 (tiga) tahapan siklus 
keuangan yaitu: tahapan penganggaran, tahapan pelaksanaan, dan tahapan 
pelaporan. Hal tersebut menjadi rujukan penelitian ini dalam memaknai dan 
menetapkan aspek yang akan dilihat atau diteliti. 
2. Faridah dan Bambang Suryono dengan judul “ Transparansi dan Akuntabilitas 
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 
(APBDES)” yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5 
tahun 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip 
transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa 
Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Alokasi Dana 
Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskiptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 
beberapa narasumber antara lain Kepala Desa, Tim Pengelola ADD Desa 
Sidogedungbatu, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 
Perwakilan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 
wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
dengan mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil 
interprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa 
Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan 
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun 
anggaran 2013. Terlihat dari pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan 
anggaran desa, namun tingkat partisipasi masyarakatnya yang kurang; dalam tahap 
pelaksanaan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang lengkap karena hanya 
dilibatkan dalam kegiatan tanpa mengetahui berasa besaran dana dalam setiap 
kegiatan; dalam tahap pertanggungjawaban kepala desa telah melibatkan BPD dan 
perangkat desa lainnya untuk melakukan evaluasi, pertanggungjawaban secara 
fisik dan administrasi juga lengkap. Secara umum trasparansi dan akuntabilitas di 
Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan 
dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus 
diperbaiki. 
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Penelitian di atas menjadi rujukan dalam penelitian ini karena menggunakan aspek 
yang sama dengan artikel pertama (point 1). 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nursanty, Yorry Hardayani, dan Loesida Roeliana 
dengan judul “Kesiapan Desa Tanjung Terdana dalam Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD)” yang dipublikasikan pada Jurnal Profesional Volume 3 Nomor 3 
Desember 2016 
Penelitian ini melihat kesiapan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
yang dilihat dari kesiapan perangkat peraturan, kesiapan SDM, kesiapan dalam 
tata laksana, dan pertisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Hasil 
penelitian   menunjukkan   bahwa   tidak   tersedianya regulasi tentang aturan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tingkat daerah; dari aspek SDM, 
perangkat desa memiliki komitmen untuk membangun desa dan telah berupaya 
melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan dengan terus 
belajar dan berkordinasi dengan berbagai pihak serta melibatkan masyarakat; 
dalam tata laksana belum berjalan sesuai dengan jadwal yang semestinya 
dikarenakan keterlambatan regulasi di tingkat pemerintah kabupaten; partisipasi 
masyarakat pada awalnya tidak terlalu tinggi tetapi terus diupayakan oleh 
perangkat desa sehingga semakin lama tingkat partisipasi masyarakat semakin 
meningkat baik dalam proses perencanaan maupun proses pelaksanaan 
pengelolaan ADD. 
Penelitian di atas memberikan informasi bahwa kesiapan dalam berbagai aspek 
diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa, kesiapan tersebut dipengaruhi oleh 
salah satunya adalah keterbukaan informasi terutama jika dalam prosesnya 
melibatkan masyarakat. 
4. Achmad Aminudin, Suratman, dan Nursanty dengan judul “ Analisis Proses 
Perumusan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2017 di Desa Pulau Panggung 
Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ” yang belum 
dipublikasikan. 
Penelitian tersebut menggambarkan proses perumusan Perdes tentang APBDes 
melalui tahapan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan 
pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan, dan penyaluran tuntutan-
tuntutan ke dalam sistem pengambilan keputusan di tingkat desa. Penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan terkait dengan 
musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) di Desa 
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Pulau Panggung telah dimulai dengan pengidentifikasian masalah pada masing-
masing dusun dan RT; perumusan pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi di 
tingkat Dusun merupakan jawaban dari berbagai permasalahan yang ada 
menyangkut pembangunan di desa Pulau Panggung; keterlibatan masyarakat dalam 
rapat penyusunan rancangan RPJM-Desa sudah berjalan efektif, namun dalam 
penyusunannya tidak semua peserta terlibat; sumbangan berupa ide-ide dan saran 
masyarakat dalam proses perumusan rencana pembangunan desa meliputi bidang 
pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, 
pemerintahan, usaha masyarakat, dan pertanian; dan pihak-pihak/stakeholder yang 
berkepentingan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi RPJM-Desa 
relatif sama/merata, sementara dalam perumusan kebijakan (musrenbangdes) pada 
tingkat kecamatan. Aktor yang paling berperan adalah Kepada Desa, BPD, dan 
tokoh masyarakat. 
Hasil penelitian di atas memberikan informasi awal mengenai kondisi desa Pulau 
Panggung yang juga menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini, terlebih lagi 
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3.1 Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat transparansi pengelolaan 
keuangan desa di Desa Pulau Panggung dengan menggunakan beberapa indikator 
transparansi sebagai berikut: 
a. Ketersediaan kerangka kerja hukum bagi transparansi; 
b. Ketersediaan akses masyarakat terhadap transparansi anggaran; 
c. Pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksaan yang independen 
dan efektis serta didukung oleh lembaga statistik yang memiliki data 
akurat dan berkualitas; 
d. Ketersedian sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus 
buruknya eksekusi atau keputusan anggaran; 
e. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. 
 
 
3.2 Manfaat Penelitian 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak 
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di pemerintahan desa baik pelaku 
pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, dalam upaya mewujudkan 
transparansi pengelolaan keuangan desa sehingga akan memenuhi salah satu pilar dari 
good government. 
Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah referensi bagi penelitian sejenis 
dan civitas akademik dalam pengembangan pengetahuan bidang administrasi publik, 
pemerintahan, dan pengelolaan keuangan desa. 
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4.1 Pendekatan Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif 
didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata 
tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Variabel penelitian akan 
dijelaskan secara deskriptif. Penelitian ini menggambarkan kondisi pengelolaan 
keuangan desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu dari 
segi keterbukaan informasi atau transparansi dengan menggunakan lima indikator 
transparansi menurut IDASA, yaitu: 
1. Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi; 
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran; 
3. Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksaan yang 
independen dan efektis serta didukung oleh lembaga statistik yang 
memiliki data akurat dan berkualitas; 
4. Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus 
buruknya eksekusi atau keputusan anggaran; 
5. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. 
 
4.2 Informan Penelitian 
 
Sumber informasi dalam penelitian ini ditetapkan dengan tehnik purposive 
sampling menggunakan kriteria: 
1. Mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan desa 
2. Terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan keuangan desa 
3. Memiliki waktu dan bersedia memberikan informasi 
 
Berdasarkan kriteria di atas maka, maka yang menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah: kepala desa, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat yaitu 
tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu-ibu PKK. 
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4.3 Tehnik Pengumpulan Data 
 
Data penelitian diperoleh dengan menggunakan tiga tehnik pengumpulan data 
yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. 
1. Wawancara 
 
Wawancara dilakukan dalam rangka menggali informasi secara mendalam 
kepada informan dengan tanya jawab secara langsung dengan berpedoman pada 
daftar pertanyaan yang telah disusun secara garis besar. 
2. Observasi 
 
Pengamatan langsung yang dilakukan adalah observasi non partisipatif, yaitu 
mengamati aktivitas yang dilakukan sumber informasi dan bentuk fisik 
transparansi keuangan desa di Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 
3. Studi pustaka 
 
Melakukan kajian terhadap pustaka berupa hasil penelitian terdahulu dan buku-
buku literatur serta dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan desa di 
Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. 
4.4 Tehnik Analisis Data 
 
Anilisis data dilakukan secara interaktif, dimana analisis dilakukan selama 
proses pengumpulan hingga penyajian data dan dapat kembali ke proses pengumpulan 
data kembali jika diperlukan. Tahapan yang dilakukan mengacu pada tahapan analisis 
data menurut Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2002:91-93), yang meliputi tahap 
pengklasifikasian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Tahap pengklasifikasian data dilakukan dengan memisahkan data yang terkait 
dengan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan data yang tidak berhubungan 
dan tidak digunakan dalam penelitian. Data tersebut baik yang didapatkan dari 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 
Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah 
diklasifikasikan tadi berdasarkan indikator transparansi yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Data disusun dan disajikan secara naratif dan dengan menggunakan 
diagram maupun gambar, dan sebagainya. 
Tahap penarikan kesimpulan, adalah tahap terakhir dengan menyimpulkan 
bentuk transparansi yang dilakukan di Desa Pulau Panggung dalam pengelolaan 
keuangan desa. Dalam penarikan kesimpulan tetap dicroscheck kembali dengan data 
atau catatan lapangan, jika tidak sesuai akan dilakukan penelusuran kembali. 
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5.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 
 
Desa Pulau Panggung merupakan salah satu desa di Kecamatan Talang Empat 
Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas wilayah sebagai 
berikut: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jayakarta dan Desa Kembang Seri 
Kecamatan Talang Empat. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang 
Empat. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar 
Kota Madya Bengkulu. 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukarami dan Kelurahan Pekan 
Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 
Luas wilayah Desa Pulau Panggung adalah 400 Ha dimana 65% berupa daratan 
yang bertopografi berbukit-bukit, dan 35 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan 
pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. 
Iklim Desa Pulau Panggung, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 
mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung 
terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pulau Panggung Kecamatan 
Talang Empat. 
Penduduk Desa Pulau Panggung berasal dari berbagai daerah yang berbeda-
beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu Selatan dan Madura. Sehingga tradisi-
tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong   dan kearifan lokal yang lain sudah 
dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Pulau Panggung dan hal tersebut secara 
efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. 
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Desa Pulau Panggung mempunyai jumlah penduduk 1.185 jiwa, yang terdiri 
dari laki-laki ; 505 jiwa, perempuan : 680 orang dan 275 KK, yang terbagi dalam 3 
(tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah 
 
Sumber: RPJMDes 2016-2022 Desa Pulau Panggung 
 
 
Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pulau 
Panggung, sebagai berikut: 
Tabel 2 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
Sumber: RPJMDes 2016-2022 Desa Pulau Panggung 
 
 
Karena Desa Pulau Panggung merupakan desa pertanian maka sebagian besar 
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut: 
Tabel 3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 
 
Sumber: RPJMDes 2016-2022 Desa Pulau Panggung 
 
Penggunaan Tanah di Desa Pulau Panggung sebagian besar diperuntukkan 
untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering 
yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. 
Jumlah kepemilikan hewan temak oleh penduduk Desa Pulau Panggung 
Kecamatan Talang Empat adalah sebagai berikut: 
Tabel 4 


































Sumber: RPJMDes 2016-2022 Desa Pulau Panggung 
 
 
Kodisi sarana dan prasarana umum Desa Pulau Panggung secara garis besar 
dapat dikatakan cukup, terlihat dari tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dari 
tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Dibidang kesehatan terdapat Puskesmas Pembantu, dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat kantor dan balai desa. Serta sarana dan 
prasarana lainnya seperti masjid dan lapangan sepak bola yang dapat dimanfaat oleh 
penduduk desa, selain itu jalan di desa Pulau panggung juga cukup baik dari 2500 m 
jalan desa 400 m nya sudah diaspal. Keterangan lebih lengkap mengenai sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh Desa Pulau Panggung dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 5 
Sarana dan Prasarana Desa Pulau Panggung 
 
 
Sumber: RPJMDes 2016-2022 Desa Pulau Panggung 
 
 
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pulau Panggung secara kasat mata terlihat 
jelas perbedaannva antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin. sedang 
dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang 
berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh 
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bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit dan 
sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis, 
TNI/Polri, dll. 
Pembagian wilayah Desa Pulau Panggung dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, dan 
masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun 
ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Sementara pusat Desa berada 
di dusun 1 (satu), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. 
VISI 
 
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Pulau 
Panggung ini dilakukan dengan pendekatan partisifatif, melibatkan pihak pihak yang 
berkepentingan di Desa Pulau Panggung meliputi pemerintahan desa, BPD, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat desa pulau 
panggung pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal 
di desa sebagai suatu wilayah kerja pembangunan dikecamatan, maka visi Desa Pulau 
Panggung adalah : 
“PULAU PANGGUNG MENUJU PERUBAHAN YANG LEBIH MAJU” 
MISI 
Setelah penyusunan visi juga telah ditetapkan misi misi yang memuat sutu 
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercipta visi desa tersebut. Visi 
berada di atas misi. Pernyataan visi dijabarkan ke dalam misi agar dapat 
dioperasionalkan atau dikerjakan. Jadi misi adalah langkah langkah yang harus 
ditempuh untuk mencapai visi desa. Adapun misi Desa Pulau Panggung adalah : 
1. Menempatkan sumber daya yang berkualitas dengan tidak menyalahi aturan 
2. Menata/mengelola administrasi dan keuangan desa secara baik dan 
transparan 
3. Menempatkan bantuan, pembangunan yang tepat sasaran 
4. Merangkul perusahaan, perkebunan yang ada untuk ikut berpartisipasi dalam 
pembangunan desa 
5. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berbudaya 
22 
 
6. Mengusahan isentif/reward kepada tenaga honor seperti tenaga pengajar 
PAUD, guru pengajian, dan tokoh-tokoh yang ikut berperan dalam 
pembangunan desa 
7. Menjaga dan melestarikan potensi-potensi yang ada 
8. Mengajak masyarakat untuk mengadakan/mengelola lahan pertanian yang ada 
 
Arah Kebikan Pembangunan Desa 
 
Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi desa pulau panggung arah 
kebijakan pembangunan desa diprioritaskan pada bidang : 
 Peningkatan hasil pertanian dan keanekaragaman jenis usaha 
 Pengadaan dan perbaikan sarana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan 
masyarakat. 
 Pengadaan permodalan bagi masyarakat dan perluasan lapangan kerja, termasuk 
manajemen usaha. 
 Peningkatan keterampilan dan sumberdaya manusia. 
Pencapaian dari arah kebijakan di atas akan dilaksankan melalui ketertiban dan 
partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan sistem perencanan dan pelaksanaan 
partisipatif. Untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan tersebut maka dirumuskan 
program pencapaiannya setiap setahun sekali melalui penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintahan Desa (RKPDes). 
5.1 Adanya Kerangka Kerja Hukum Bagi Transparansi 
 
Kerangka kerja hukum bagi transparansi yang dimaksud adalah berupa peraturan 
perundangan, kerangka kerja tentang peran dan tanggungjawab semua aspek 
manajemen fiskal, basis legal pajak dan pertanggungjawaban belanja. 
Peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan desa: 
 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana 
Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014; 
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3. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN 
serta PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 
2014; 
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
5. Perturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
 
5.2 Adanya Akses Masyarakat Terhadap Transparansi Anggaran 
 
 
Di Desa Pulau Panggung belum tersedia akses bagi masyarakat untuk 
memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat sendiri 
tidak mengetahui informasi terkait keuangan desa selain dimintai pendapat tentang 
usulan-usulan program/kegiatan pada saat Musrenbangdes. 
Akses transparansi lainnya juga belum dilakukan, seperti belum mempublikasikan 
laporan pertanggungjawaban, dengan membuat poster realisasi APBDes yang dapat 
dengan mudah dilihat oleh masyarakat. 
c.     yang berupa: 
5. Keterbukaan dalam proses dan kebijakan penganggaran, 
6. Publikasi hasil laporan pelaksanaan anggaran yang telah diaudit oleh 
BPK, 
7. Dokumentasi anggaran yang baik dan mengandung beberapa indikasi 
fiskal, 
Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual. 
 
 
5.3 Adanya Pemeriksaan yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemeriksaan yang 
Independen dan Efektis Serta Didukung Oleh Lembaga Statistik yang 
Memiliki Data Akurat dan Berkualitas 
 
Ada beberapa lembaga pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pengelolaan 
keuangan yaitu terdiri dari BPK, BPKP, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten. 
Pemeriksaan dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke 
DPPKAD dan/atau melalui kecamatan. 
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5.4 Adanya Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dalam Kasus 
Buruknya Eksekusi atau Keputusan Anggaran 
 
Pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Panggung dilakukan oleh Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa (Sekarang Kaur Keuangan) sehingga saat 
terjadi persoalan akan diselesaikan oleh mereka. 
SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan artian sistem peringatan dini 
tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sewaktu-
waktu bisa dilakukan. Selain itu sistem peringatan dini pengelolaan keuangan desa juga 
dihubungkan dengan sisdur pengelolaan keuangan dan SOP yang ada. 
 
5.5 Adanya Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan Anggaran 
 
Keterlibatan masyarakat Desa Pulau Panggung hanya dalam proses 
musrenbangdes, tahap dimana pemerintah desa mengidentifikasi usulan-usalan 
program dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga terlihat pada saat 
program/kegiatan dilaksanakan. 
Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui berapa besar anggaran desa yang 
dimiliki. 











Rencana tahapan berikutnya dari penelitian ini adalah dengan melaksanakan 
penelitian lanjutan dengan tema partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 
desa. Hal ini dilatarbelakangi dari temuan pada penelitian ini, bahwa masyarakat hanya 
terlibat dalam aktivitas pembangunan hanya dalam hal tertentu saja, itu pun hanya 
sebagai pelaksana saja. Hal ini tentunya bertentangan dengan perspektif pembangunan 
people centered development, dimana masyarakat bukan hanya menjadi objek dari 
pembangunan tetapi juga subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan 
perencanaan pembangunan. 
Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa memberikan ruang bagi desa untuk menjadi pelaku utama pembangunan di 
wilayahnya sendiri tentunya dengan keterlibatan atau partisipasi dan gotong royong 
semua lapisan masyarakat di desa tersebut. 
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